
Mengingat 

Menlmbang : a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Dacrah Kota 
Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Retribusi 
Pengujtan Kcndaraan Bermotor sebagaimana tclah 
dtubah dcngan Peraturan Daerah Kota Pekalongan 
Nomor 12 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Dacrah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 
2011 tenlang Retrtbusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
berdaya guna clan berhasrl guna, perlu mengatur 
petunjuk pelaksanaannya: 

b. bahwa bcrdasarkan perlirnbangan sebagaimana 
dtmaksud pada huruf a. perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Pckalongan lenlang Petunjuk Pelaksanaan 
Aras Peraturan Daerah Kot.a Pckalongan Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Rctrtbusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Dacrah Kota Pekalongan Nornor 12 Tahun 2016 
tent.ang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 23 Tahun 20 I 1 ten tang Retribusi 
Pengujian Kendaraan Berrnotor: 

1. Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1945: 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ientang 
Pernbentukan Daerah-dacrah Kota Besar Dalam 
Ltngkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah , 
Djawa Barat dan Dacrah Istimewa Jogjakarta. 
sebagaimana telah cliubah clengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang- 
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Unclang Nornor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang 
Pernbentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40. Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nurnor 551 ); 

3. Undang-Unclang Numor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Angkutan .Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5025): 

4. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah clan Retribust Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhlr 
dengan Undang-Undang Numur 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keclua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pcrnertntahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 1988 tent.ang 
Perubahan Balas Wilayah Kot.amadya Daerah Tingkat 
II Pekalongan. Kabupaten Daerah Ttngkat I! 
Pckalongan clan Kabupaten Dacrah Ttngkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 3381): 

7. Peraturan Pemerintah Norn or f>5 Tahu n 20 l 2 ten tang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5317) ; 

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 
2011 Rctrtbust Pengujian Kendaraan Berrnotor 
(Lcmbaran Daerah Kola Pekalongan Tahun 201 l 
Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nornor 12 Tahun 
2016 teruang Perubahan At.as Pcraturan Dacrah Kota 
Pekaiongan Nomor 23 Tahun 2011 Retrtbusi Pengujian 
Kendaraan Bcrmotor (Lernbaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2016 Nornor 12); 

9. Peraturan Dacrah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 
2015 Pcnyelenggaraan Perhubungan (Lembaran 
Dacrah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13); 



Pasal l 

Dalam Peraturan Waltkota in] yang dimaksud clengan : 
1. Daerah adalah Kola Pekalongan, 
2. Pcmertntah Daerah adalah Walikota sebagat unsur penyclcnggara 

Pernertntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemertntahan yang menjadl kewenangan daerah otonom. 

3. Waltkota adalah Walikota Pekalongan. 
4. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang 

perhubungan di Kot.a Pekalongan, 
5. Kepala Dinas adalah kepala instanst yang bertanggungjawab di 

bidang perhubungan di Kola Pekalongan. 
6. Pcjabat adalah Pcgawai yang cliberi tugas tertentu di bidang 

retrtbusi daerah scsuai dcngan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

7. Orang Pribadi adalah orang perseorangan. 
8. Badan adalah sekurnpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak mclakukan usaha yang rneliputi perseroan terbatas. 
perseroan komandttcr, perseroan lainnya. badan usaha milik 
negara (BUMNJ, atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 
nama clan dalam bentuk apapun, flrma, kongsi, koperasi. dana 
pcnstun, pcrsekutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi massa. 
orgarusasi sosial politik. atau organrsasi lamnya. lernbaga clan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak Investasi kolektlf clan 
beruuk usaha tetap. 

9. Pengujian Kendaraan Berrnotor adalah serangkaian keglatan 
mengujt dan /atau memeriksa bagtan-bagian kendaraan 
bcnnot.or, kereta gandengan. kereta t.empclan dan kendaraan 
bermotor beroda uga dalam rangka pemenuhan persyaratan 
teknis clan laik jalan, 

10. Pengujlan Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya discbut 
Uji Berkala adalah pengujlan kendaraan berrnotor yang 
dllakukan secara bcrkala ierhadap seuap kendaraan bermotor. 
kereta gandcngan, kereta ternpelan clan kendaraan bermotor 
berocla tiga. 

BAB I 
KETENTUAN U!VIUM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURI\N \:VALIKOTA Tl!:NTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA 
PEKALONGAl'J NOMOR 2:3 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIRUSI PENGUJL'\J.\I IIBNDARAAN BERMOTOR 
SEBAGJ\JMJ\.NA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 
DAERAH KOTA PEKALONGA!'\J NOMOR 12 TAI-JUN 2016 
TENT/\NG PERUBI\HAN AT.AS PER.A.TUR.AN DMRAH 
KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 20 I I 
TENTANG RETRIRUSI PENGUJ.IJ\N KENDARA/\N 
l:3ERI\II OTOR 

Mcnet.apkan: 



l l. Tanda Uji adalah landa yang dipasang pada bagian tertentu dart 
sebuah kendaraan berrnotor sebagai buku bahwa kcndaraan 
bermotor yang bersangkutan telah dinyatakan lulus uji berkala, 

12. Kartu Tanda Uji Kendaraan adalah tanda bukti lulus uji berkala 
berbentuk buku yang bertst data dan legtumast hasil pcngujian 
settap kendaraan bcrmotor. kereta gandengan, kereta tempelan 
atau kendaraan bermotor beroda sebagai tanda bahwa kendaraan 
yang bcrsangkutan telah lulus uji. 

13. Tancla Samping adalah tanda yang bcrisi informasi smgkat hastl 
uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen 
dengan rnenggunakan stikcr pada bagran samptng kanan clan kiri 
kendaraa n bermotor. 

14. Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditctapkan bahwa 
suatu kendaraan bermotor telah memenuht persyaratan teknis 
clan lalk jalan. 

15. Tempat pengujian adalah tempat dilaksanalcannya pengujian 
bcrkala kendaraan bermotor. 

16. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang sclanjuinya dtstngkai lili\,VlJ 
adalah Kendaraan Bermotor yang berupa mobil penumpang 
umum, mobil bus. mobil barang, kereta gandcngan. kereta 
tempclan clan kcndaraan bermotor beroda tiga yang dioperaslkan 
clan atau cligunakan di jalan kecuali kendaraan bermotor milik 
TNI clan Polri. 

17. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan 
orang yang mcmiliki ternpat duduk makslmal 8 (dclapan). 
termasuk untuk pengernudi atau yang bcratnya Lidak Jcbih dart 
3.500 kg. 

18. Mobil Bus adalah kendaraan bcrmotor angkutan orang yang 
rnermhkt ternpat duduk lebih clari 8 (delapanj terrnasuk 
pengemudi atau yang beratnya lcblh dari 3.500 kg. 

19. Mobil Barang adalah kendaraan berrnotor yang digunakan untuk 
angkutan barang. 

20. Kereta Ganclcngan adalah suatu alai yang dipergunakan untuk 
mengangkut barang yang seluruh bebannya diturnpu oleh alat ttu 
sendm clan dirancang untuk ditank oleh kendaraan bcrrnotor. 

21. Kereta Ternpelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk 
mengangkut barang yang dirancang untuk dttartk clan sebagian 
bebannya dtturnpu oleh alat ltu sendtrt clan dirancang untuk 
dttarik oleh kendaraan bermotor. 

22. Kendaraan berrnotor beroda uga adalah kendaraan bcrmotor 
beroda tiga yang rnemakai rurnah-rumah clan peruntukannya 
untuk mcngangkut barang. 

23. Rumah-rumah adalah baglan dari Kendaraan Berrnotor jcnts 
Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor 
yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, batk untuk 
orang rnaupun barang. 

24. Lalk Jalan adalah pcrsyaraLan minimum kondisi suatu 
kendaraan yang han1s dipcnuhi agar Lerjaminnya keselarnatan 
dan mencegah te1jadinya pencemaran udara dan kebisingan 
lingkungan pada wakt.u dioperasikan di jalan. 



25. Jumlah Berat yang diperbolehkan, yang sclanjutnya dlsebut JBB 
adalah berat maksirnurn kendaraan bermotor berikut rnuatannya 
yang diperbolehkan rnenurut rancangannya. 

26. Penilaian Kondisi Teknis aclalah pcmlatan terhadap persyaratan 
teknis dan laik jalan, komponcn- komponen serta baglan-bagtan 
kendaraan bermotor yang dinyatakan dalarn satuan prosentase 
clan dipergunakan sebagai dasar pcncrbitan Surat Tanda Nomor 
Kendaraan (STNK). pelelangan kendaraan bermotor clan 
penghapusan kendaraan bcrrnotor (scraping). 

27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kola Pekalongan. 
28. .Jasa adalah kegtatan Pemenntah Daerah berupa usaha clan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasllttas atau kemanfaatan 
lalnnya yang dapat dtnlkmatl oleh orang pribadi atau badan. 

29. .Jasa Umurn aclalah jasa yang disediakan atau dibertkan oleh 
Pcmerintah Daerah untuk tujuan kepentingan clan kernanfaatan 
umurn serta dapat dinlkmati oleh orang prtbadt atau Badan. 

30. Rctribusi Daerah adalah pungutan Dacrah scbagai pcrnbayaran 
atas jasa atau pcmbcnan izin t.crtcntu yang khusus disediakan 
dan /atau dtberlkan olch Pcmcrmtah Daerah untuk kepentmgan 
orang pribadi atau Badan, 

31. Wajlb Retrtbusi adalah orang pribacli atau baclan yang mcnurut 
Peraturan Perundang-undangan retrtbusi diwajtbkan untuk 
mclakukan pcmbayaran Ret.ribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor. 

32. Surat Ketetapan Retrtbusi Daerah yang sclanjutnya disingkal 
SKRD adalah surat ketetapan retrtbusl yang menentukan 
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebth Bayar yang sclanjutnya 
distngkat SKRDLB adalah surat kctctapan retribusi yang 
mcncntukan jurnlah kelebihan pembayaran retribusi karena 
jumlah kredit retrtbusi lcbih besar daripada retrtbusi yang 
t.erutang atau seharusnya tldak t.crutang. 

34. Surat Taglhan Retribusi Dacrah yang selanjutnya distngkat STRD 
adalah surat untuk mclakukan tagihan setoran Retribusi 
darr/atau sanksl admtntstrast bcrupa dcncla. 

35. Penyidtkan adalah scrangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyiclik untuk mcncari serta mengumpulkan buktl yang dengan 
bukti itu mcmbuat terang undak pidana yang terjadt serta 
menernukan tcrsangkanya. 

36. Penyidikan ttndak pidana di bidang retrtbusl daerah adalah 
serangkaian undakan yang dllakukan oleh Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
mcmbuat terang tindak ptdana di bidang rctrtbusi daerah yang 
terjadi serta menernukan tersangkanya. 

37. Penytdlk adalah Pcjabat Pegawat Negeri Sipil tertentu yang cliberi 
tugas clan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 
mclaku kan pcnytdikan. 

38. Penyidik Pegawal Negcri Sipil adalah Pejabal Pegawai Negcri Sipil 
lerlenlu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 
khusus sebagai penyiclik untuk mclakukan penyidikan tinclak 
pidana dibidang penyelenggaraan pengujian kendaraan bennotor. 

>. 



(1) Permohonan Uji Berkala diajukan kepada Walikota mclalui Kepala 
Dinas. 

(2) Dalam mengajukan pcrmohonan Uji Berkala sebagaimana dtmaksud 
ayat (1), pcmohon harus mcmbawa kendaraan ke unit pengujian dan 
mengtsi formulir yang telah disediakan oleh Dim-ts clcngan dilampiri : 

'-- a. STNK ash yang masih berlaku; 
b. Sertillkal regtstrasi ujl tipe kendaraan dan atau surat keterangan 

perubahan bcntuk: 
c. Surat keterangan persetujuan tzm trayek/tzin operast (untuk 

angkutan penumpang umurn): 
cl. Surat (era tangki (untuk mobil berbcntuk tangki); 
e. Surat tera argorneter (untuk mobil penumpang jcnts takst), 

(3) Uji Berkala bertkutnya pemohon mcmbawa kendarannya kc unit 
pengujian clan mengist formulir yang Lelah discdiakan oleh Dinas, 
dengan dilampiri : 
a. STNK aslt yang masih berlaku ; 
b. Sertifikat registrasi uji lipe dan atau surat keterangan pcrubahan 

bentuk (bagr kendaraan yang mcngalamt perubahan bcntuk atau 
jcntsnya): 

c. Surat tera langki (untuk mobil berbcntuk tangki): 
d. Surat (era argometer (uruuk mobil penurnpang jenls taksi). 

Pasal4 

BAB IV 
TAI'A CARA PENGAJUAN PERlVIOHONAN 

(1) Pengujtan Kendaraan Bermotor diselenggarakan olch Pemerintah 
Daerah yang sccara operasional dilaksanakan oleh Dinas. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan Pengujlan Kendaraan Bermotor 
sebagaimana clirnaksud pacla ayat (!), Kepala Dinas mernpunyat 
wewenang : 
a. melaksanakan pendaftaran dan pendataan: 
b. mcmungui. mcnagrh clan mencrima pernbayaran retrlbust: 
c. mcnertma atau menolak permohonan Uji Kcndaraan Bermotor, 

yang tidak sesuat dengan syarat-syarat yang drtentukan. 

Pasal 3 

I3AB Ill 
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDAR.t\AN BERMOTOR 

Tujuan dtterbltkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman 
dalarn pelayanan pengujian kcndaraan bermotor. 

BAB II 
TU JUAN 
Pasal 2 



Setiap KBWU yang kepemtlikannya berasal dari luar Daerah dan akan 
dimutasikan ke Daerah , harus mengajukan permohonan kcpada 
Walikota melalut Kcpala Dinas dengan dilarnpiri sy .. arat-syarat sebagai 
berikut. : 
a. Ioto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan yang 

bersangku tan; 
b. Surat keterangan rnutasi uji kendaraan berrnotor, kartu mduk 

pengujian dan buku uji: 

Bagian Kctiga 
Mutast Masuk 

Pasal8 

(l) Pemilik liliWU dapat melakukan Numpang Uji Masuk dengan 
mengajukan permohonan kepada Walikota melalul Kepala Dinas. 
dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut : 
a. STNK ash, tanda nornor kcnda raan clan Buku Uji yang masih 

bcrlaku: 
b. Surat tanda tera langki (untuk mobil barang bentuk tangki) ; 
c. Surat tera argometer (untuk mobll penumpangjenis laksi); 
cl. Surat perseiujuan numpang u]t dari domislh kendaraan tersebut. 

(2) Walikota melalut Kepala Dinas mcngirtmkan Salinan Hastl 
Pemertksaan Kcndaraan Berrnotor ke Dinas I Instanst yang 
menangani urusan Pcrhubungan asal clornisili kendar .. ran terscbut. 

Pasal 7 

Baglan Kedua 
Numpang Uji Masuk 

(1) Pemilik KBWU dapat metakukan Numpang Uji Keluar kecuali mobil 
bus umum, rnobil pcnumpang umum, taksi dan penggantian buku 
uji dengan melamptrkan syarat-syarat sebagai berikut. : 
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemtltk kendaraan atau yang 

dtkuasakan dan menunjukkan aslinya; 
b. foto copy STNK dan buku uji yang masih berlaku. 

[2) Walikot.a melalui Kepala Dinas mengeluarkan Surat Kctcrangan 
Numpang Uji Keluar. 

Baglan Kesatu 
Nurnpang Uji Keluar 

Pasal 6 

BABV 

NUMPANG UJI, MUTASI DAN PENIIJ\.l.i\N KONDISI TEKNIS 

Terhadap Kl3\¥U milik Negara/Pemerinlah Dacrah, BUMN dan BUMD 
tetap dikenakan retribust btaya uji. 

Pasal5 



(1) Buku Ujl atau Tanda Uji apabila hilang atau rusak dapat dimintakan 
ganti dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui 
Kepala Dlnas dengan mengist forrnulir yang dlsediakan dan dilampiri 
syarat-syarat sebagat bcrikul : 
a. foto copy kartu tanda pcnduduk pcmilik serta menunjukan 

aslinya; 
b. ST:'IIK dan Landa nomor kendaraan; 

Pasal 11 

BJ\8 VI 
PENGGJ\NTIAN BUKU UJI/TANDA UJI 01\.N PENITIPAN 

DOKUME:'-J BUKU UJI/ TANDA UJI 

Baglan Kclima 
Penllatan Kondlst Teknis 

Pasal 10 

(1) Pemillk kcndaraan bermotor dinas rnilik pemerintah yang 
mclaksanakan pcnghapusan kendaraan bermotor (scraping) 
mengajukan pcrrnohonan kepada Walikota melalui Kepala Dlnas 
dengan dilampili syarat-syarat sebagal bertkut : 
a. surat permohonan untuk pcntlaian kondlst teknls kendaraan dari 

lnstansi pemohon: 
b. foto copy STl\'K dan BPKB kcndaraan drmaksud : 
c. foto kcndaraan dlmaksud. 

(2) Walikora melalul Kepala Dtnas menyerahkan hasil pentlatan kondlst 
teknts kendaraan kcpada Instansl pernohon. 

(1) Sctiap KBWU yang kepcmilikannya bcrasal dari Daerah dan akan 
dlmutastkan ke luar Daerah dcngan mengajukan pcrmohonan 
kepada Wallkota melalui Kepala Dmas harus memenuhi syarat 
syarat sebagat bertkut : 
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemllik kendaraan yang 

bersangkutan dan rnenunjukan asllnya: 
b. rnembayar tunggakan retrtbusi pada rnasa ujt yang lalu; 
c. STNK kendaraan dimaksud atau Surat Ketcrangan Ftskal Antar 

Daerah. 
(2) Wallkota mclalui Kepala Dinas mcmberikan Surat Mutast Ujl 

Kendaraan dan Kartu Induk Pcngujian kepada pemilik. 

Ragian Keempat 
Mutasl Keluar 

Pasal 9 

c. STNK kendaraan dtmaksud: 
d. Surat Lera tangki [uruuk mobil barang berbentuk tangkl): 
e. Surat Lera argorncter (untuk rnobll penurnpang taksil. 

.. 



[I) Rctrtbust terutang sebagatmana dirnaksud clalam Pasal 11 ayat (2). 
harus dilunasi sekaligus dimuka. 

(2) Retnbust terutang sebagaimana dirnaksud ayat ( l}, apabila tidak 
dapat dilunasi climuka. maka paling lambat 7 (tujuh] hari sejak 
diterbitkannya SKl{l) harus sudah dilunasl. 

(3) Retrtbusi dibayar melalui Bendahara Khusus Pencrrmaan pada Dinas 
clan dalam waktu 1 x 24 Isatu kali dua puluh cmpat) jam disetor ke 
Kas Daerah. 

Pasal 14 

BAB VII 
'IATA CARA PELAKSL\NMN PRMUNGUTAN RETRII3USI 

Pasal 13 

(1) Pengujian sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 
dan Pasal 10, dikenakan relribusi sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Dacrah Kota Pekalongan Nornor 23 Tahun 2011 tentang 
Retrtbust Pengujtan Kcndaraan Berrnotor sebagaimana telah drubah 
c\cngan Pera tu ran Daerah Kota Pekalongan Nornor 12 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kata Pekalongan Nornor 
23 Tahun 2011 tentang Rctrtbusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 

(2) Retribusi terutang adalah saat ditctapkannya SKRD atau dokurnen 
lain yang dipersarnakan sepertl kuitansr/nota/bend.zu. 

(1) Pemtllk KBWU dapat melakukan penitipan buku uji dan/atau tanda 
ujt dengan rnengajukan pcrmohonan kepada Wahkota melalui Kepala 
Dinas dengan dilarnpiri syarat-syarat sebagat berikut : 
a. surat keterangan dari Samsat /Satlantas: 
b. foto copy STNK; 
c. surat keterangan dari bengkel; 
d. foto kondisi kcndaraan berrnotor. 

(2) Selarna Penilipan Buku Uji dan/atau Tanda U.ii sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), udak dikenakan biaya retribust. 

Pasal 12 

(2) Pengganuan Buku Uji atau Tanda Uji sebagaimana dtrnaksud pada 
ayat ( l}, dlkenakan btaya penggant.i sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Dacrah Kot.a Pckalongan Nomor 23 Tahun 2011 teruang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagatrnana telah diubah 
clengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 
t.entang Pcrubahan Atas Peraturan Daerah Kola Pekalongan Nornor 
23 Tahun 2011 tentang Retrtbusi Pcngujian Kcndaraan Ben110LOr 

c. Buku uji /tanda lulus u]i bagi yang rusak: 
d. Surat keterangan kehtlangan dart Kepohstan Rcpublik Indonesia. 



Pasal 18 

(1) Wallkota dapat mcmbcrlkan pengurangan. keringanan alau 
pembebasan retribusi. 

(2) Dalam rangka pembcnan pengurangan, keringanan atau 
pembebasan retrtbust scbagairnana dimaksud pada ayat (1). Dtnas 
membertkan kajian dan/alau pcrtimbangnn kcpada Wallkota. 

(3) Pemberian pengurangan scbagatrnana dlmaksud pada ayai (1) 
diberik.an kcpada Wajib Rerrtbust, dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a. Wajib retrlbust sclalu memcnuhi kcwajlban pernbayaran retrlbust 

paling sediktt sclama 5 (lima) tahun bcrturut-turut. aktif I udak 
pernah terlambai: 

b. Pengurangan retribusi diberikan paling banyak scbcsar 50% 
(Ilmapuluh persen) dari Rctrtbust tcrurang. 

(4) Pemberian keringanan sebagalmana dimaksud pad a ayar (I) 
diberikan kepada Wajib Retrtbust, dengan ketentuan retribust dapat 
dlbayarkan secara bertahap paling banyak 2 (dual kall pernbayaran, 

B/\.B X 
PENCURANGAN, KERTNGANA.'1, DAN PEMBEBASA.\I RETRIBUSI 

(1) Walikota dapat mencntukan rernpat pembayaran rctrtbusl ditempal 
lain yang dltunjuk. 

(2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dalarn hal 
dllaksanakan pclayanan pengujian kcndaraan berrnotor wajib uji 
kellllng. 

(3) Pembayaran retribusi di ternpat lain scbagatmana dimaksud pada 
ayat (1) haru s dtlunasi sekaligus dirnuka. 

B/\.B IX 
PE:v1RAYJ\RA'J DI TE:vlPAT LAIN 

Pasal 17 

(l) Batas waktu pembayaran sebagatrnana dlmaksud dalam Pasal 14 
ayai (2). Wajlb Retribust belurn melunast, Kepala Dinas 
mengeluarkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejems scbagat tindakan awal pelaksanaan penaglhan retribust. 

(2) Kctentuan mengcnai beruuk dan isl tanda bukti pembayaran 
retribusi dan bentuk Iorrnulir yang dtpergunakan untuk pclaksanaan 
penagthan retrtbusi sebagatrnana tcrcantum dalam Lampiran Format 
A I, Format A2. dan Formal B Peraturan \.Valikota mi. 

BAB VIII 
PENAGIH.AJ\I RETRIBUSI 

Pasal 16 

Pcmbayaran Retrtbusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibcrikan 
surat bukli pencrnnaan. 

Pasal 15 



Pasal 19 

(!) Tata cara pengembalian kelcbihan Pernbayaran Retrrbust adalah 
acbagai berikut : 

a. Wajtb Retribusi rnelaporkan atas kelcbihan pembayaran retribusi 
dengan menyerahkan bukn-bukti pernbayaran clan bukti lain 
yang sah ke bendahara penerimaan pada Dinas; 

b. Bendahara penerimaan pada Dinas wajib mclakukan vertflkasi 
pada buktt-buktl retribusi, rnelaporkan atas adanya kclebthan 
pernbayaran rctribusr: 

I3AB XI 
PENGEMBAL!Al"\J KELEBIHAN PEMBAYJ\RAN RETR.IBUSI 

atau pembebasan retnbust 
I (sat u) kali pengajuan 

(8) Pengajuan pengurangan, kertnganan 
dapat dilaksanakan hanya untuk 
pcrmohonan. 

(9) Pclaksanaan pernbertan pengurangan, kertnganan <Ian pernbebasan 
Retrtbusi pengujian kendaraan bcrmotor dttetapkan dengan 
Kcputusan Wali.kota. 

yaitu Tahap I sebcsar 50% (limapuluh persen) dan Tahap ll sebesar 
50% (li.mapul uh persenl. 

(5) Pernbebasan rctrtbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dtberikan 
kepada Wajib Rctrtbusl, dengan ketent.uan sebagai berikut : 
a. Kcndaraan wajib ujt hilang, dtbukukan dcngan surat kehilangan; 
b. Kendaraan wajib u_ji rusak berat sehtngga tidak dapat 

dipergunakan, drbuktlkan dengan surat keterangan dart bengkcl; 
c. Foto kendaraan climaksud; 
d. Telah diveriflkasi oleh petugas pada Dinas. 

(6) Permohonan pengurangan, kerrnganan atau pcmbebasan retribust 
dtajukan secant tertults dan ditujukan kepacla Waltkota Pekalongan 
mclalui Dlnas disertal dengan bukti yang cukup clan dapat 
dtpertanggungjawabkan, dengan rnelampirkan persyaratan sebagai 
bertkut : 
a. Foto copy Kl'P Pcmohon: 
b. SKRD yang telah ditctapkan oleh Dinas. 

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pacla ayat (6), memuat isi 
sebagat berikut : 
a. Narna Wajrb Retribusi: 

b. Pekerjaan Wajib Retribusi: 
c. Alamat Wajib Retrtbusl: 
ct. Keterangan Tenlang Kendaraan: 
e. Alasan Perrnohonan Pembebasan. Pengurangan atau Kcringanan; 
f. Dttandatangant Wajib Rctrtbusl. 



M. SAEI..J\J'N MACHFUDZ 

Ditetapkan di Pekalongan 
ada tanggal ~~~r~ 

Agar setiap orang dapat mcngctahutnya. memertntahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penernpatannya dalarn Bcrita Dacrah 
Kola Pekalongan. 

Peraturan Walikota in! rnulai berlaku pacla tanggal cllundangkan. 

Pasal22 

BAB XIII 
KETENTUAN PEl\'UTUP 

Pasal 21 

Pacla saat Peraturan Walikota Ini mulal berlaku. Peraturan Wallkota 
Pekalongan Nomor 2:~ Tahun 2011 tcntang Retrtbusr Pengujian 
Kendaraan Bermotor (Berita Oacrah Kota Pekalongan Tahun 2011 
Nomor 23). sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Pekalongan ientang Perubahan Alas Peraturan Wallkota Pel<alongan 
Nomor 49 'Tahun 2012 tentang Retrlbust Pengujian Kcndaraan Bcrmotor 
(Berita Daerah Kula Pekalongan Tahun 2012 Norn or 49). dtcabut clan 
dinyalakan udak berlaku. 

Walikola dapat mclaksanakan penghapusan plutang retrtbusi yang 
sudah kadaluwarsa dengan berpedoman pada peraiuran perundang­ 
undangan. 

1:3.AB xn 
P8NGH.I\.PUSA.'\I PIUTA.'\IG RETRIBUSI 

Pasil.l 20' 

e. Oinas mcmbuat surat atas kclebthan penyetoran kepada 
pernegang kas daerah. 

(2) Bentuk dan lsi SKRDLB sebagalmana iercantum dalam Larnpiran 
format C Pcraturan Walikota lni. 

c. hasil vertflkasi wajtb clisampaikan kepada wajib rel!ibusi berikut 
alasan-alasannya: 

d. apabila hasil veriflkasi dilemukan adanya kelebihan pembayaran. 
Dinas rnenerbttkan Surat Ketctapan Rctribusi Oacrah Leblh 
Bayar (SKRDLB); 
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FENANGGUNG JAWAS 
No. JA6ATAN PAI :A.F 

1. SEKD\ .. Le 
2. ASISTf:l; ·~,,{l\ 

3 KABAG HU,<U'.'1 - l 
4. KASUBAG ~ 

l. TAMP IRAN FORMAT Al. FORMAT A2 BENTUK DAN TS! TA..'JDA 
BUKTI PEMBAYARAN RETRIRUSI: 

2. lAMPJRA;\I FOR'.\llAT B BE~K FORMULIR YAI'JG 
OIPERGUNAKAN UI\1TUK PELAKSANAAN PENAGIHi\N RETRTBUSI; 

3. LAMP!RAN l~ORMi\T C UENTUK DAN !SI SKRDLB. 

DAFTAR LAMPIRi\N 

LAMPIRJ\N 
PERATURA.J\J \Vl\LIKOTA PEKALONGAN 
NO MOR 'A1J- TAHUN 201 7 
TENTANG 
PF:TUNJUK PELAKSA!\AAN ATAS PERATURJ\N 
DAERI\.H KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 
2011 TBNTANG RETRTBUSI PENGUJIAN 
KENDARAAN. BERMOTOR SEBAGAIMA.\lA TELI\H 
DIUBAI I DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA 
PER.ALO.NGAN NOMOR l 2 TAHUN 20 16 TENTANG 
PERUBAI-IJ\N ATAS PERA.TORAN DAERAH KOT/\ 
PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 20 I I TEl\1TA.l'iG 
RETRIBUSI PENGUJIAN KE:'-IDARN\..'l BERMOTOR 
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37

hukum
Typewriter

hukum
Typewriter

hukum
Typewriter

hukum
Typewriter



") ecrer yang tidal< parlu 
tembar I untuk pGmilik 
Le.mbat II untuk uf k!ndt.:re_a:i 

NIP , .. 

( . "" ) 

DASAR PERDA KOTA PEKAtONGAN 
NOMOR: 12 TAHUN 2016 

Peks!ongan ... 

An KE~ALAOINAS PERrlUBUNGAN 
KOTA PEKALONGAN 

.... JAM 

PEl'IGUJIAN DJTElAPKAN 
Pf..OA TANGGAL 

TERBILANG L------------------~ 

3. STIKER JUMLAH RETRIBLISI YANG HARUS D18AYAR 

I Rp. 

[R~------ 

2. BUKU UJI'} 1. Pl.ATTANDA 
UJl')' 

61AYA PENGGANTI SANKS! 
ADMl~ISTRASI') 

.............. .... . . BULAN 
........ XRp ..... 

-RETRIBUSI R!l;B 

............... Tgl. ... 
Pemoncc 

PERHATIAN 

1. Biaya 1etribusi nerus dlbayar tunas pada sast 
mctakukan pendanaran 

Z. Ujikon segere. sebetum masa VJi berakhlr 
3. Un!uk. menghind::,ri sanksi ecminlstras! segera 

Laporkan dan ajukan permchonan apabila 
kendaraan Oa!am keadaan rus:.!ki1ida~ beroperasi 

PENDAFTARAN UNTUK: UJI BERKALAIPENGGANTIAN BUKU UJI DAN ATAU TANDA UJI 
NUMPANG uji di J MUTASI UJI ke ·) 

• 1. Tanggal habis mesa : 
UJi 

; Umum / lidak. umum 

f. Nomor mes.in 

g. Nomor rangka 
h. Sifal 

a. Nama pem:lik kendaraan 

b. Ala.mat pe:nilik 

c, t.1erk I Tipe Kendaraan 
d. Ta.hun Pambuetan 
e. JenfS Kendaraae 

j No. KENDARAAN I No. UJI I PEMERIKSAAN 

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR 
( SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH J 

PEMlIRINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINASPERHUBUNGAN 

Jalan Seruni No. 66 Tolp. (0285) 421600 Pekalongan 51122 No.: 04276 

LAMPIRAN FORMAT Al 



') Jabatan dan tanda tangan Pembantu Pemegang Kas Penertma 

nama : . 
alamat : . 

............... 20 . 

............................. 20 .... 
Penyetor 

Uang setoran dtatas 
diteri111a . 

A>ia! Peoerimaen; 

. ································· 

......................................................................... 
............................. , . Sebagai pemoayaran 

....................... , . Alamat 

............................................................................. d'ari Nama 
. , ,,) dengan hurui ( .. 

tffiah msnenma uang sebosar Rp. 

Pembantv Pemegang Kas Penerima : 

OINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN . 

Lembar: I I II/ Ill /IV 

SURAT BUKTI PENERlMAAN 
No.: : .. 

Model : bend 26 

LAMPIRAN FORMAT A2 



............................ 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
KOTA PEKALONGAN 

Jumlah Retribusi Keseluruhan 
:Rp . 

:Rp ............•.• 
:Rp . 

:Rp , . cl. Retribust Pengujian Kendaraan Bermotor 
e. Retrrbust Pengujian Kendaraan Bermotor Terhut.ang 

pertodc ujl X Rp . 
f. Sankst Admtmstrasl.. bulan X 2 % X Rp .... 

Nornor Kendaraan 
Nornor Uji/Pcmeriksaan 
Merk/Tipc/Tahun Raktt 
Nornor Rangka/Nomor Mesln : 
Jenis/Bentuk Kcndaraan : 
Masa berlaku uji telah bcrakhlr pada tanggal . 
clan rtnclan retrtbusi yang harus dibayar adalah sebagat bertkut : 

Di - PEKALONGAN 
Bcrdasarkan catatan pada Kartu Induk Pcmeriksaan yang ada pada 
kami, kendaraan yang saudara milikl tersebut dibawah inl : 

··•··············································· 

Lamp 
Perihal : SURAT PENAGIHAN RETRIBUSI 

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

Kepada Yth, : 

·················································· 

Pentmg 

Pckalongan, 
Nornor 
Stfat 

JI. Seruni No. 66 Telp. 421600 Pos 51122 Pekalongan 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINASPERHUBUNGAN 

LAMPIRAN FORMAT B 

> 



........... , . 

Pekalongan, 
KEPALA DlNAS PERHUBUNGAN 

KOTAPEKALONGAN 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN SKRDLB DINAS PERHUBUNGAN ( SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) 
Jln.Seruni No.66 Pekalonqan Masa Retribusi : 

Tahun 

NAMA 
ALAMAT 

I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban terhadap data tersebut 
di bawah ini 

No Kendaraan 
No Uji 
Masa Uji : 

II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah lebih bayar yang 
seharusnya tidak terulang adalah sebagai berikut : 

1. Dasar Pengenaan Rp ················ 
2. Retri b usi Teruta ng Rp ........ . ...... 
3 Kredit Retribusi 

a. Setoran yang dilakukan Rp ··············· b. Lain-lain Rp ............... 
c. Dikurangi Kompensasi ke Tahun 

Yang Akan Datang/Hutang 
Retribusi Rp ················ d. Jurnlah Retribusi Yang Dapat 

Dikreditkan (a+b-c) Rp ................ 
4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2) Rp .... ........... 
5 Sanksi Administrusl 

e. Bunga (Pasal 27 (2) ) Rp ....... ........ 
6. lumtan Lebih Bayar Yana Seharusnva Tidak Terutano (4-SJ Ro ................ 

Dengan Huruf: I I 

FORMULIR 
SURAT KETET.L\.PAN RETRIBUSI DAERA.H LEBIH BAYAR 

(SKRDLB) 

LAMPIRAN FORMAT C 




